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Apa dan Mengapa Musrenbang Kecamatan 
 
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (Musrenbang)  kecamatan 
adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di 
tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan 
prioritas pembangunan di  wilayah  kecamatan terkait yang  didasarkan  
pada masukan dari desa/kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan 
lintas-desa/ kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. 
 
Masukan  itu  sekaligus sebagai  dasar  penyusunan  Rencana  
Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang 
berwenang sebagai dasar enyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah kabupaten/kota pada tahun berikutnya. Musrenbang 
kecamatan dilakukan setiap tahun pada bulan  Februari dengan  luaran 
berupa  Doku men Renca na  Pembangunan Kecamatan serta masukan 
untuk Renja SKPD Kecamatan. 
1 
Lembaga  penyelenggara  Musrenbang kecama ta n  adala h  kecamatan 
dan Bappeda.  Kecamatan bertugas  untuk  menyiapkan teknis  
penyelenggaraan Musrenbang kecamatan serta mempersiapkan 
dokumen Rancangan Rencana Pemba ngu na n  Keca ma tan.   
 
Bappeda  ber tu gas  u ntuk  mengorganisasi penjadwalan seluruh 
Musrenbang kecamatan, mempersiapkan Tim Pemandu, dan  dokumen-
dokumen yang relevan  untuk  penyelenggaraan Musrenbang kecamatan 
Musrenbang  kecamatan  tidak semata-mata  menyepakati  prioritas  
masalah daerah yang  ada  di desa/kelurahan yang di usulkan dari 
Musrenbang desa/ kelur ahan, tetapi  untuk  menghasilkan prioritas 
masalah dan kegiatan yang menjadi urusan dan kewenangan wajib dan 
pilihan pemerintah daerah. Selain itu Musrenbang juga merupakan 
forum pendidikan warga agar menjadi bagian aktif  dari tata 
pemerintahan dan pembangunan. 
 
Kerangka Hukum Musrenbang Kecamatan 
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2 004  tentang  Pemerintah  Daera 
h merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya 
mengamanatkan pelaksanaan  perencana an  pembangu nan  dari  bawah  
secara  partisipatif. 
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Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan 
kecamatan merupak an  sa tu  k esa tua n  dala m  sist em  perenca naa n  
pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian  dari 
sistem perencanaan pembangunan nasional. Payung hukum untuk 
pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
 
Menurut Per aturan Pemer intah  Nomor  8  Tahu n  2008  tentang  
Tentang Tahapan,  Tata Cara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  
Evaluasi  Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah, Musrenbang 
kecamatan merupakan bagian dari rangkaian  kegiatan  Musrenbang 
Rencana Kerja  Pembangunan  Daerah (RKPD) ( lihat Pasal  20  ayat 
(1) 
 
Hasil dari  Musrenbang  kecamatan adalah Rencana  Pembangunan  
Kecamatan. Hal  ini  dapat dilihat di  Pasal 18  ayat (4)  yang  
menyebutkan   
 
“Musrenbang  RKPD  kabupa ten/kota   dilaksanakan 
untuk keterpaduan  Rancangan  Renja  antar-SKPD dan antar-Rencana  
Pembangunan Kecamatan ”. 
 
Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan, Pasal  29 ayat  (1)  menyebutkan, “ Dalam rangka 
penyeleng garaan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan 
pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa/Kelurahan 
”.  
Perlu dibedakan antara “Rencana Pembangunan Kecamatan” dan 
“Rencana Kerja SKPD  Kecamatan”.  Menur ut  PP  No.  19/2008 Pasal 
30,  disebutkan bahwa 
“Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana 
ang garan satuan kerja  perangkat  daerah sesuai dengan perund ang-
undangan”. 
 
Berdasarkan interpretasi  ini,  maka   Rencana  Pembangunan  
Kecamatan  mer upakan dokumen rencana yang bersifat tahunan dan 
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merupakan hasil sinkronisasi dan penyelarasan  usulan-usulan kegiatan  
pembangunan yang  dirumuskan dalam Musrenbang desa/kelurahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 juga memberikan arahan 
tentang penyusunan program, kegiatan, dan pendanaan sesuai dengan 
yang disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1).  Menurut Pasal 36 ayat (1), 
program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan: 
a.  Pendek atan  ki ner ja , kerangka  pengeluar an  ja ngka  menengah,    
      serta perencanaan dan penganggaran terpadu; 
b.  Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; 
c.  Program prioritas urusan  wajib dan  urusan  pilihan yang mengacu 
pada standar  pelayanan  minima l sesuai  dengan  kondisi  nyata  daerah  
dan kebutuhan masyarakat. Pasal tadi mengisyaratkan 
 
perlu kesinambungan  program antar-waktu serta keselarasan 
proses perencanaan dengan penganggaran. 
 
Pasal ini mencoba memperbaiki kelemahan praktik  perencanaan 
pembangunan  yang terjadi selama ini, yaitu terlepas dari proses 
penganggaran. Untuk memastikan kesinambungan  r encana  a ntar-
waktu  dan  keselar asan  perencanaan  dan penganggaran maka 
diterapkan kerangka pendanaan untuk penyusunan RPJM dan pagu  
indikatif   untuk penyusunan RKPD. Yang dimaksud dengan pagu 
indikatif  adalah “jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program 
dan kegiatan tahunan” ( lihat penjelasan Pasal 40). 
 
Pasal  8  juga memberikan pemahaman bahwa sebagai bagian dari 
rangkaian Musrenbang RKPD kabupaten/kota, program dan kegiatan 
yang dibahas dan disepakati  pada Musrenbang kecamatan  adalah 
program  dan kegiatan  yang masuk dalam urusan wajib dan pilihan ser 
ta mengacu pada standar pelayanan minimal.  Pasal  ini  mengisyaratkan 
adanya  pemilahan program  dan kegiatan 
 
pada Musrenbang kecamatan berdasarkan urusan dan kewenangannya. 
Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor  8 Tahun 2008  mensyaratkan 
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ada kriteria normatif  untuk menentukan program prioritas.  
 
Pada Pasal 17 ayat (5) disebutkan, “ 
Penetapan  program  prioritas berorientasi pada pemenuhan  hak-hak 
dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan 
dan berkelanjutan ”.  
Kriteria normatif  ini memberikan dasar bahwa dalam hal penentuan 
program dan kegiatan prioritas perlu dipastikan bahwa program dan 
kegiatan tersebut berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar 
masyarakat terutama kelompok- kelompok miskin  dan marjinal  seper ti  
yang  diamanatkan oleh  UUD  1945. 
 
Sedangkan dalam hal pencapaian keadilan maka perlu memperhatikan 
aspek- aspek keadilan untuk mengatasi kesenjangan antara perempuan 
dan laki-laki, baik antar- wilayah maupun antar-sektor. 
 
BAB 1 - Pedoman Umum 
 

Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan 
Undang-Unda ng  Nomor   12  Ta hu n  20 05  tentang  Ratifikasi  
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir 
(a) menyatakan Bahwa “setiap warga negara harus mempunyai hak 
dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun untuk ikut serta dalam 
pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung 
maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. 
 
Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa, 
“masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau 
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda”. 
 
Status hukum APBD adalah  peraturan daerah yang membuktikan 
adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus 
APBD. 
 
Pemberdayaan warga adalah satu hal yang har us dilakukan karena 
selama ini posisi warga cenderung lebih lemah dibandingkan dengan 
negara dan swasta. 
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Partisipasi  warga dalam perencanaan pembangunan dapat  menjadi  
sarana pemberdayaan warga karena warga diberi kesempatan untuk 
mengemukakan  usulannya  da n  menda pa t  kesempata n  untuk   ber 
per an  dala m  proses pengambilan keputusan. Manfaat dalam jangka 
panjang adalah peningkatan keterampilan  politik warga,  karena sudah 
terbiasa  bernegoisasi, melakukan kompromi, dan sekaligus 
menyepakati berbagai hal kepentingan publik. 
 
Meskipun warga berhak untuk berpartisipasi  dalam  berbagai arena 
publik seperti Musrenbang,  partisipasi kelompok  miskin,  termasuk  
perempuan di dalam proses ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, 
dalam penyelenggaraan Musrenbang  kecamatan  faktor-faktor  tadi 
perlu mendapat  perhatian  agar keterlibatan perempuan  dapat  
meningkat.  Dengan  demikian,  program  dan kegiatan pembangunan 
yang dibahas dalam Musrenbang kecamatan dapat lebih berpihak 
kepada kelompok miskin dan perempuan. 
 
 
Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan 
Unda ng-Unda ng  Nomor   12  Ta hu n  20 05  tentang  Ratif ika si  
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir 
(a) menyatakan bahwa 
“setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa 
pembedaan apapun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan 
pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang 
dipilih secara bebas”. 
 
Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 139 ayat (1) menyebutkan bahwa, 
 
“masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara lisan atau 
tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda”. 
 
Status hukum APBD adalah  peraturan daerah yang membuktikan 
adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan siklus 
APBD. 
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Pemberdayaan warga adalah satu hal yang har us dilakukan karena 
selama ini posisi warga cenderung lebih lemah dibandingkan dengan 
negara dan swasta. 
 
 
Partisipasi  warga dalam perencanaan pembangunan dapat  menjadi  
sarana pemberdayaan warga karena warga diberi kesempatan untuk 
mengemukakan usula nnya  da n  menda pa t  kesempata n  untuk   ber 
peran  dala m  proses pengambilan keputusan. Manfaat dalam jangka 
panjang adalah peningkatan keterampilan  politik warga,  karena sudah 
terbiasa  bernegoisasi,  melakukan kompromi, dan sekaligus 
menyepakati berbagai hal kepentingan publik. 
 
Meskipun warga berhak untuk berpartisipasi  dalam  berbagai arena 
publikseperti Musrenbang,  partisipasi kelompok  miskin,  termasuk  
perempuan di dalam proses ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, 
dalam penyelenggaraan Musrenbang  kecamatan  faktor-faktor  tadi 
perlu mendapat  perhatian  agar keterlibatan perempuan  dapat  
meningkat.  Dengan  demikian,  program  da kegiatan pembangunan 
yang dibahas dalam Musrenbang kecamatan dapat lebih berpihak 
kepada kelompok miskin dan perempuan. 
 
 
Luaran  
Musrenbang kecamatan adalah: 

1. Rencana Pembangunan  Kecamatan (RPK) ber dasarkan masalah  
untuk tahun anggaran berjalan; 

2. Tim  Delegasi  kecamatan  yang  diliba tkan  dalam  forum  M 
usrenbang yang  lebih tinggi  (3 orang atau 5 orang:  bila  3  
orang, minimal 1 orang perempuan; bila 5 orang, minimal 2 orang 
perempuan); 

3. Berita Acara Musrenbang kecamatan. 
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Proses Umum 
Tahapan Pra-Musrenbang Kecamatan 
 

1. Pengorganisasian Musrenbang kecamatan, terdiri atas kegiatan 
kegiatan: 

 
•  Pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang di tingkat kecamatan, 
meliputi: Pembentukan Tim Penyelenggaraan Musrenbang kecamatan; 
Pembahasan identifikasi peser ta Musrenbang kecamatan; Pembahasan 
proses dan jadwal Musrenbang kecamatan; Persiapan teknis 
Musrenbang kecamatan; dan 
Penyiapan bahan-bahan Musrenbang kecamatan; 
•  Pengorganisasia n  penyelengga raa n  M usrenbang  kecamatan  di 
Bappeda, meliputi: Rapat persiapan penyelenggaraan Musrenbang 
kecamatan; Rapat pembentukan Tim Pemandu Musrenbang; 
 
Rekruitmen Tim Pemandu Musrenbang oleh Bappeda; Penyiapan 
bahan-bahan untuk Musrenbang kecamatan. 
 
2.  Kompilasi usulan per masalahan desa/kelurahan dan penyiapan 
Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan, meliputi: 
•  Pemila han  usul an- usulan  kegia ta n  desa/kelur ahan:  ma na  yang 
merupakan kewenangan desa/kelurahan dan mana yang merupakan 
kewenangan kewilayahan; 
 
 
•  Pengelompoka n  u sula n  kegia tan  desa/kelur ahan  menja di   isu 
per masalahan wilayah kecamatan; 
•  Mengkla si fikasi  usu lan-usulan  kegiata n  pada  kelompok  SK PD 
berdasarkan fungsi-fungsi wilayah. 
 
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 
 
1.  Pembukaan. Acara  ini dipandu  oleh pembawa  acara dengan 
kegiatan sebagai berikut: 
 
•  Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang kecamatan; 
•  Laporan dari ketua panitia Musrenbang kecamatan (Ketua TPM); 
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•  Sambutan  dari   camat,  sek aligu s  membuka   secara  resmi  acara 
Musrenbang kecamatan; 

•  Doa bersama. 
2.  Diskusi panel narasumber Musrenbang kecamatan: 
•  Pemaparan hasil Musrenbang kecamatan tahun sebelumnya; 
•  Pemaparan arah pembangunan pada tahun berjalan; 
•  Penjelasan/pemaparan hasil verifikasi awal usulan desa/kelurahan. 
3.  Pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan: 
•  Pemaparan permasalahan wilayah  berdasarkan  arah  pembangunan 

tahun berjalan; 
•  Diskusi penajaman per masalahan wilayah kecamatan; 
•  Penyepakatan permasalahan wilayah kecamatan. 
4. Diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beser ta 

indikasi kegiatannya: 
•  Diskusi kelompok penajaman isu prioritas wilayah kecamatan; 
•  Diskusi pleno penyepakatan isu prioritas beserta indikasi program dan 

kegiatan. 
5.  Diskusi Penentuan Prioritas Kegiatan berdasarkan pagu indikatif. 
6.  Pemilihan delegasi kecamatan. 
7.  Penutupan 
 
 
Pasca-Musrenbang Kecamatan 
 
1.  Rapat kerja Tim Perumus Hasil Musrenbang kecamatan: 

•  Dokumentasi hasil Musrenbang kecamatan; 
•  Penyusunan Berita Acara Musrenbang kecamatan. 

2.  Pembekalan delegasi Musrenbang kecamatan; 
3.  Penyampaian hasil Musrenbang kecamatan kepada Bappeda. 
4.  Pengumuman hasil  Musrenbang  kecamatan  oleh  Tim 
Penyelenggara Musrenbang kecamatan. 
 
Masukan (Dokumen/Data/Informasi) yang Dibutuhkan untuk 
Musrenbang Kecamatan 
 
Pada  tahap pelaksanaan Musrenbang kecamatan,  dibutuhkan  
materi/data/ informasi sebagai berikut: 
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•  Pagu indikatif; 
•  Daftar usulan permasalahan dan kegiatan prioritas hasil Musrenbang 

desa/ kelurahan; 
•  Prioritas  program  dan  kegiatan daerah untuk wilayah  kecamatan 

yang bersangkutan; 
• Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD pada tahun sebelumnya di 

kecamatan; 
•  Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan tahun ber jalan. 
 
 
Dokumen yang Dihasilkan Musrenbang Kecamatan 
Tahapan Pra-Musrenbang Kecamatan: 
•  Rekapitulasi usulan Musrenbang desa/kelurahan; 
•  Draf  Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan 
 
 
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 
•  Berita Acara Musrenbang kecamatan; 
•  Notulensi Musrenbang kecamatan sebagai bahan untuk memperbaiki 
draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan. 
 
Tahapan pasca-pelaksanaan Musrenbang Kecamatan: 
•  SK Camat untuk Tim Delegasi kecamatan; 
•  Dokumen  Rencana  Pembangunan Kecamatan  untuk  diajukan  
kepada Bappeda kabupaten/kota. 
 
Peserta Musrenbang Kecamatan 
Dalam penentuan par tisipan Musrenbang kecamatan, perlu 
diperhatikan hal- hal sebagai berikut: 
 
1.  Komposisi peserta. 
Musrenbang  kecamatan akan  lebih  ideal  apabila diikuti oleh berbagai 
komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang terdiri atas: 
•  Keterwakilan wilayah oleh Tim Delegasi desa/kelurahan; 
•  Anggota DPRD  yang berasal dari daerah  pemilihan (Dapil)  yang 
bersangkutan; 
•  Organisasi  kemasyarakatan  dan  lembaga  swadaya  masyarakat 
yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan bersangkutan; 
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•  Keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh  masyarakat, 
tokoh  adat,  tokoh  agama,  bapak-bapa k, i bu-ibu,  da n  kelompok 
marjinal); 
•  Perwakilan pelaku  usaha  di wilayah  kecamatan  bersangkutan yang 
didasari pada kemampuannya untuk meningkatkan sumberdaya lokal. 
 
2.  Peran  dan  tugas peserta 
. Peran/tugas  utama  peserta dalam pr oses Musrenbang kecamatan 
adalah berpartisipasi secara aktif  dalam proses 
musyawarah sampai proses pengambilan keputusan. Berpartisipasi 
secara aktif   bukan  hanya  berar ti  pandai dan banyak bicara, 
melainkan  juga 
mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang lain serta menjaga 
agar Musrenbang benar-benar menjadi forum musyawarah bersama; 
 
3.  Prinsip sebagai peserta 
.  Prinsip peserta yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin 
menjadi peser ta, yaitu: 
 
•  Peser ta  menju nj ung  tinggi  pr insi p- pr insip  mu syawar ah  ya itu 
keseta ra an,  mengha rga i  perbeda an  penda pat,  a nti-domi nasi, 
anti-diskr iminasi ,  mengutamakan  kepentingan  umum  (wilaya h/ 
kecamatan),  dan  berpihak  kepada  kalangan mar jinal,  kelompok 
miskin, dan perempuan; 
 
•  Peser ta  ber sedia   memper siapkan  dir i  dengan  ca ra   iku t  ser ta 
mengumpulkan  dan mempelajar i berbaga i infor masi,  dokumen, 
dan materi yang relevan untuk pelaksanaan Musrenbang kecamatan. 
Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber 
informasi yaitu Tim Pemandu atau Tim Penyelenggara Musrenbang 
kecamatan; 
 
•  Peserta ber minat  membangun  kapasitasnya  mengenai  kebijakan, 
aturan, arah program  pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan 

sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peser ta 
Musrenbang 
yang aktif; 
•  Peser ta   dar i  ka la ngan  eksekut if   maupun  l egi slat 
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if   harusla h 
memba ngu n  keterbuka an  (tr anspa ransi)  da n  ber sedi a  berbagi 
informasi dengan masyarakat. 
 
Pengorganisasian Musrenbang Kecamatan 
Penyelenggaran  Musrenbang  kecamatan merupakan  bagian dar i  
tanggung jawab  Bappeda   kabu pa ten/kota   yang  memil iki kewena 
nga n  unt uk   menyeleng ga ra ka n  pr oses perenca naan  di  daer ah. 
Untuk  menyelenggarakan Musrenbang  keca ma tan,  mu lai   da r i  ta 
happra, pelaksanaan sampai pasca, camat membentuk panitia yang 
disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). 
Ketua TPM biasanya adalah sekretaris kecamatan. Sementar  itu,   
Bappeda  juga  membentuk  Tim Pemandu  yang  bertugas  memfasil 
itasi  kegiata n 
 
 

2.  Peran  dan  tugas peserta 
. Peran/tugas  utama  peserta dalam pr oses 
Musrenbang kecamatan adalah berpartisipasi secara aktif  dalam proses 
musyawarah sampai proses pengambilan keputusan. Berpartisipasi 
secara aktif   bukan  hanya  berar ti  pandai dan banyak bicara, 
melainkan  juga mampu mendengarkan aspirasi dan pandangan orang 
lain serta menjaga agar Musrenbang benar-benar menjadi forum 
musyawarah bersama; 
 
3.  Prinsip sebagai peserta 
.  Prinsip peserta yang sebaiknya disampaikan kepada warga yang ingin 
menjadi peser ta, yaitu: 
 
•  Peser ta  menju nj ung  tinggi  pr insi p- pr insip  mu syawar ah  ya itu 
keseta ra an,  mengha rga i  perbeda an  penda pat,  a nti-domi nasi, 
anti-diskr iminasi ,  mengutamakan  kepentingan  umum  (wilaya h/ 
kecamatan),  dan  berpihak  kepada  kalangan mar jinal,  kelompok 
miskin, dan perempuan; 
•  Peser ta  ber sedia   memper siapkan  dir i  dengan  ca ra   iku t  ser ta 
mengumpulkan  dan mempelajar i berbaga i infor masi,  dokumen, 
dan materi yang relevan untuk pelaksanaan Musrenbang kecamatan. 
Untuk memperoleh informasi, peserta dapat menghubungi sumber 
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informasi yaitu Tim Pemandu atau Tim Penyelenggara Musrenbang 
kecamatan; 
•  Peserta ber minat  membangun  kapasitasnya  mengenai  kebijakan, 
aturan, arah program  pemerintah, berbagai isu pembangunan, dan 
sebagainya, sehingga bisa berperan serta sebagai peser ta Musrenbang 
yang aktif; 
•  Peserta   dar i  ka langan  eksekut if   ma upun  l egislat if   harusla h 
memba ngu n  keterbuka an  (tr anspa ransi)  da n  ber sedi a  berbagi 
informasi dengan masyarakat. 
 
 
 
Pengorganisasian Musrenbang Kecamatan 
Penyelenggaran  Musrenbang  kecamatan merupakan  bagian dar i  
tanggung ja wab  Ba ppeda   kabu pa ten/kota   yang  memil iki kewena 
nga n  unt uk   menyeleng ga ra ka n  pr oses perenca naan  di  daer ah. 
Untuk  menyelenggarakan Musr enbang  keca ma tan,  mu lai   da ri  ta 
hap  p a, pelaksanaan sampai pasca, camat membentuk panitia yang 
disebut Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM). 
 
Ketua TPM biasanya adalah sekretaris kecamatan. Sementara  itu,   
Bappeda  ju ga  membentuk  Ti m Pemandu  yang  bertugas  memf asil 
itasi  kegiatan 
 
 
Peran, dan tugas Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan adalah 
sebagai berikut: 
•  Ca ma t  membentu k  Tim  Penyelengga ra   Musr enbang  (TPM )  
ya ngberanggotakan  dari  aparatur  kecamatan dan war ga  kecamatan. 
Camat merupakan pembina dan pengendali dari kegiatan pelaksanaan 
Musrenbang kecamatan; 
•  K a sie  Pemba nguna n/s ek reta r is   keca ma ta n  menj a di   Ketu a   
Ti m 
Penyelenggara Musrenbang kecamatan; 
•  Warga kecamatan yang ingin terlibat bisa menjadi notulen atau posisi 
lain dalam kegiatan Musrenbang kecamatan. 
Salah satu kunci sukses dalam penyelenggaraan Musrenbang kecamatan 
adalah kehadiran pemandu. Rekruitmen pemandu yang berasal dari 
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warga bisa dijaring melalui mekanisme yang transparan ataupun melalui 
penunjukan berdasarkan 
rekomendasi dari berbagai pihak. Pertimbangan kapasitas dan  
pengalaman sebagai  pemandu sangat  diperlukan  untuk  memberikan 
jaminan kepastian bahwa pemandu bisa melaksanakan tugasnya dengan 
baik. 
 
Pokok-pokok penting dalam pembentukan pemandu, antara lain: 
•  Bappeda  sebagai penyelenggara  Musrenbang  kecamatan 
berkewajiban untuk membentuk Tim Pemandu Musrenbang kecamatan. 
Peran  utama 
dari Bappeda  adalah  menentukan  tata  cara  dan kriteria  pemilihan 
Tim Pemandu, serta memberikan pembekalan bagi Tim Pemandu dalam 
rangka memandu rangkaian kegiatan Musrenbang; 
 
•  Pemandu bisa berasal dari aparat kecamatan sendiri ataupun direkrut 
dari warga  yang dinilai  kompeten. Akan lebih baik  apabila pemandu 
berasal dari luar aparat daerah atau kecamatan. Hal ini akan membuat 
pelaksanaan M us renbangca m  lebih  independen.   Pemandu   har u s  
mema hami permasalahan-permasalahan daerah yang dalam kur un 
waktu terdekat akan diselesaikan. Permasalahan dalam hal ini adalah 
per masalahan kabupaten/ kota; 
 
•  Pemandu  beranggotakan  2-3  orang  (disesuaikan  dengan  kebutu 
han) atau  sesuai  dengan fungsi  yang diemban sebaga i  pemandu pada  
saat pelaksanaan: apakah dalam Musrenbang kecamatan tersebut akan 
dilakukan diskusi kelompok berdasarkan per masalahan atau cukup 
semuanya dengan pleno; 
•  Pemandu dan Tim Penyelenggara Musrenbang bersama-sama 
merumuskan disain pelaksanaa n  Musrenbang  da n  menyiapkan  ba 
han-baha n  serta mendokumentasikan seluruh hasil Musrenbang 
 
 
Prinsip-prinsip Musrenbang Kecamatan 
 
Prinsip-prinsip Musrenbang kecamatan, berlaku baik untuk pemandu, 
peserta, narasumber, bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 
Musrenbang kecamatan.  Prinsip-prinsip  ini  tidak  boleh dilanggar 
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sehingga  Musrenbang kecamatan benar-benar menjadi forum 
musyawarah pengambilan keputusan bersama  dalam rangka menyusun 
program kegiatan pembangunan  tingkat kecamatan. 
 
•  Prinsip kesetaraan 
. Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat di tingkat 
kecamatan, baik  laki-laki, perempuan, kaya,  miskin, tua maupun muda, 
dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan  
dihargai  meskipun  terjadi perbedaan penda pat. Sebaliknya ,  juga 
memiliki  kewajiban yang setara untuk  mendengarkan pandangan orang 
lain, menghargai  perbedaan pendapat, dan  juga menjunjung  tinggi 
hasil keputusan bersama. 
 
•  Prinsip  musyawara h. 
Peser ta  M usr enba ng  kecamata n  memil iki keberagaman tingkat  
pendidikan,  latar  bela kang, kelompok  usia, jenis kelamin, status 
sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut  
pandang  tersebut  dihar apkan mengha silkan keputusa n  terbaik bagi  
kepentingan  masyarakat  banyak di  atas kepentingan individu  atau 
golongan. 
 
•  Prinsip anti-dominasi. 
Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/ kelompok yang 
mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi 
melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara 
seimbang. 
 
•  Prinsip  keberpihakan. 
 
Dalam  proses  musyawarah,  dilakukan upaya untuk  mendorong  
individu  dan  kelompok yang  paling  ’diam’  untuk menyampaikan 
aspirasi  dan  pendapatnya, ter utama kelompok  miskin, perempuan, 
dan generasi muda 
 
•  Prinsip anti-diskriminasi. 
 
Semua warga kecamatan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 
menjadi peserta Musrenbang. Kelompo marjinal dan perempuan, juga 
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punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh 
dibedakan. 
 
•  Prinsip pembangunan kecamatan holistik. 
 
Musrenbang kecamatan dimaksudkan untuk  menentukan  prioritas  
pembangunan  di wilayah kecamatan secara utuh bukan tersekat-sekat 
pada wilayah desa. Oleh 
kar ena  itu  dalam  Musrenbang kecamatan  perlu  didor ong  untuk 
melihat permasalahan pembangunan secara utuh di tingkat kecamatan, 
bukan lagi dibatasi oleh egosektor dan egowilayah dalam menentukan 
prioritas kegiatan pembangunan desa. Kegiatan-kegiatan yang dibahas 
dalam Musrenbang kecamatan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat 
lintas wilayah, dan mer upakan bagian dari urusan wajib maupun 
pilihan 
yang menjadi kewenangan pemerintah daerah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan Teknis Musrenbang Kecamatan 
Persiapan teknis yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan 
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adalah sebagai berikut: 
 
1. Penentuan tempat  pertemuan/musyawarah. Langkah  yang  ditempuh 
antara lain: 
 
• Identifikasi  dan  jajaki  tempat-tempat  yang  bisa  memenuhi  kebutuhan 
pertemuan Musrenbang kecamatan  bagi  cukup banyak peserta (peserta 
Musrenbang kecamatan yang hadir diperkirakan 50-100 orang); 
 
• Pastikan bahwa  ruangan memiliki dinding yang  rata  untuk  penempelan 
flipchar t kertas  plano/ hasil  diskusi  kelompok,  atau  media  pemasangan 
display foto-foto pembangunan kecamatan (kalau ada); 
 
• Selain itu pastikan pula ketersediaan ruangan yang memadai bagi diskusi 
kelompok  yang  akan  dilakukan  (pelaksanaan  Musrenbang  kecamatan 
tidak harus dilaksanakan di aula kecamatan, tetapi bisa juga dilakukan di 
tempat-tempat lain yang relatif lebih nyaman untuk peserta, dan mudah 
dijangkau oleh peserta); 
 
2.  Pengaturan  ruang  pertemuan. 
 
Ruangan  pertemuan  perlu  dipersiapkandengan  cermat  sebelum  pelaksanaan  
Musrenbang  kecamatan.  Pengaturan ruangan (tata letak) untuk peserta musyawarah yang 
berjumlah cukup besar harus  dilakukan  dengan  memp er timbangkan  suasana  yang  
nyaman  dan memungkinkan partisipasi peserta yang seluas-luasnya ( alternatif setting 
ruangan dapat dilihat pada Bab 1: Pedoman Umum ); 
 
3.  Mempersiapkan keperluan penunjang proses kegiatan Musrenbang kecamatan. 
 
Keperluan penunjang proses Musrenbang antara lain: 
• LCD projector (kalau ada); 
• Kertas metaplan, spidol warna, kertas  HVS (dipotong  3), selotip kertas 
(kalau ada/disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing); 
 
 
4.  Penyebaran undangan kepada peserta paling lambat 7 hari sebelum 
dilaksanakan. 
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Box 11. Contoh Agenda 
dan Proses Musrenbang Kecamatan 
 
1.  Pembukaan dan perumusan tata tertib Musrenbang: 30 menit. 
2.  Pemaparan dan diskusi panel narasumber: 75-90 menit. 
3.  Pemaparan  dan  pembahasan  d raf  Rancangan Awal  Rencana  Pemb angu nan Kecamatan 
4.  Diskusi  penajaman  isu  prioritas  pembangunan  kecamatan  beserta  indikasi 
kegiatannya: diskusi kelompok (60 menit) dan pleno (60-90 menit). 
5.  Diskusi penentuan prioritas kegiatan berdasarkan pagu indikatif: 60 menit. 
6.  Pemilihan delegasi kecamatan: 30 menit. 
7.  Penutupan 
 
Total: 360-420 menit (6-7 jam) 
 
Box 12. Contoh Prinsip/Tata Tertib 
Musrenbang Kecamatan 
 
1.  Pembagian peran 
• Pemandu mengatur lalu-lintas diskusi secara netral (tidak memihak); 
• Peserta memusyawarahkan kesepakatan untuk kepentingan bersama. 
2.  Kesetaraan 
.  Semua  peserta  berhak  menyampaikan  gagasan/pandangan.  Beri kesempatan kepada 
perempuan, masyarakat miskin, dan kalangan pemuda untuk ikut berbicara di forum. 
 
3.  Menghormati  perbedaan  pendapat 
.  Per bedaan  pendapat  dihargai  dan dianggap sebagai hal biasa untuk memperkaya pemahaman 
bersama. 
 
4.  Obyektif 
. Pertemuan ini fokus pada persoalan yang nyata, berbasis pada data dan informasi, bukan wacana 
atau opini tanpa data/informasi. 
 
5.  Kepentingan umum 
. Semua peserta fokus pada upaya menangani kepentingan bersama, dan menghindari 
egosektor/egowilayah. 
 
6.  Bicara  langsung  ke  pokok  masalah 
.  Penting  untuk  menghargai  waktu  dan kesempatan orang lain untuk berbicara sehingga 
berbicara langsung pada gagasan pokok. 
 
7.  Tepat waktu 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Proses Umum 
1.  Pengantar: 

�x Pemandu menyampaikan salam  dan mempersilakan para 
narasumber untuk duduk di depan; 

�x Pemandu menjelaskan tujuan, waktu yang dibutuhkan, tahap-
tahap, dan aturan main diskusi panel; 

�x Pema ndu  mengingatk an  kemba li  peser ta  u ntu k  tidak  ber bi 
ca ra panjang-lebar  dan langsung  ke  inti  masalah  agar  lebih  
banyak or ang berkesempatan bicara. 

2.  Pemaparan para narasumber secara panel: 
�x Pemandu mempersilakan  narasumber untuk memaparkan 

materinya secara bergilir, secara ringkas dan padat (10 menit per 
narasumber): 

 
• Camat 
memaparkan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan hasil 
Musrenbang tahun sebelumnya, serta gambaran umum usulan dari 
Musrenbang desa/kelurahan untuk tahun yang akan datang; 
 
• Bappeda 
memaparkan tujuan dan tahapan Musrenbang: penjelasan arah dan  
prioritas  pembangunan pada  tahun  akan  datang,  dan informasi 
anggaran (pagu indikatif); 
• 
Ang gota DPRD 
memberikan penjelasan tentang proses perencanaan da n  penganggara 
n,  serta  pokok-pokok pikira n  DP RD  terkai t rancangan APBD yang 
akan datang; 
b.  Selama narasumber  menyampaikan  materinya, pemandu  membuat 
catatan-catatan penting per narasumber. 
 
3.  Dialog antara panelis dan peserta: 
a. Pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan tanggapan, 

masukan, saran, dan pemikiran terhadap isu-isu program/kegiatan 
pembangunan di  wilayah  kecamata n  dengan  merujuk  kepada 
infor masi dari para narasumber (panelis); 
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b.  Pemandu   mengatur   lalu-li ntas  dialog  sehingga  terbangun su atu 
     pembicaraan  multi-arah di antara semua yang hadir dalam ruangan; 

 
c.  Pemandu menutup sesi ini dan menyampaikan sesi berikutnya. 
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